REPUBLIK INDONESIA

No. 507, 2017 KEMEN-KP. INPASSING. Jabatan Fungsional.
Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PERMEN-KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui

Penyesuaian/ Inpassing;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5949);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
S);

. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan dan
Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun
2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama

Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 167);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA
DAN PENYAKIT IKAN MELALUI PENYESUAIAN /INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan guna memenuhi
kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu
tertentu.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

4. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
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10.

11.

(1)

kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan, serta
lingkungan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama
dan Penyakit Ikan adalah Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan atau pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB II
PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2
Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  kategori
keterampilan atau keahlian pada Kementerian dan
Instansi Daerah ditujukan bagi:
a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di
bidang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan
Penyakit Ikan berdasarkan keputusan Pejabat yang

berwenang;



(2)

(3)

(1)
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b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai
dengan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama
dan Penyakit Ikan dan telah mendapatkan kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi;

c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas
yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir
yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengendali
Hama dan Penyakit Ikan; dan

d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya,
karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan

pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama

dan Penyakit lkan didasarkan pada kebutuhan pegawai
sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.

Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah PNS yang akan dilakukan

Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaannya harus

mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  kategori

keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/
Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan
persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang
akan diduduki;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan
ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan
dari jabatan yang akan diduduki;

c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan

Penyakit Ikan terkait paling kurang 2 (dua) tahun;



